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ABSTRAK 

 

TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM 

PERADILAN PIDANA DI INDONESIA 

 

Oleh: 

Prana Apriansyah 

 

Skripsi ini berjudul Tindak Pidana Contempt of Court Dalam Sistem 

Peradilan Pidana di Indonesia, membahas mengenai Tindak Pidana Contempt of 

Court yang menjadi persoalan tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia, yang 

di mana pada masa sekarang masih belum ada pengaturan mengenai Contempt of 

Court ini secara luas. Walaupun Contempt of Court sendiri baru dikenal di 

Indonesia pada Tahun 1985 yang di mana Tindak Pidana Contempt of Court ini 

merupakan Tindak Pidana yang melakukan penghinaan terhadap Peradilan maupun 

dalam persidangan. Perbuatan pidana yang dapat merusak harkat martabat 

Peradilan ini perlu untuk ditindak. Adapun sebagaimana rumusan permasalahan 

yang diangkat yaitu Apakah Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Contempt of Court 

Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Bagaimana Penegakan Hukum Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Contempt of Court di Indonesia. Dengan menggunakan 

Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mencari kebenaran berdasarkan logika keilmuan. Berdasarkan hasil yang 

didapatkan dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk Contempt of Court dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu Sub Judice Rule, Misbehaving Court, 

Disobeying a Court Order, Scandalizing the Court. Adapun Penegakan Hukum 

Pidana terhadap Perbuatan Pidana Contempt of Court masih tidak ada 

pengaturannya sampai sekarang. Akan tetapi, dalam KUHP telah mengatur 

mengenai perbuatan yang menghina atau melakukan tindakan yang melemahkan 

harkat martabat Peradilan. 

 

Kata Kunci : Contempt of Court, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Peradilan sejatinya merupakan suatu bentuk dari kekuasaan yudikatif 

atau yang biasa dikenal dengan suatu “kekuasaan kehakiman”. Kekuasaan 

kehakiman sendiri dalam hal ini merupakan suatu bentuk kekuasaan yang lahir 

dan diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, yang memiliki peranan untuk dapat menjalankan proses 

penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan juga merdeka (the independent 

of judiciary). Dalam hal ini Independensi dari peradilan mengandung suatu arti 

bahwa hakim beserta segenap perangkat yang ada dalam peradilan bebas dari 

campur tangan kekuasaan di luar kekuasaan yudisial itu sendiri. Baik 

kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan legislatif serta kekuasaan ekstra 

yudisial lainnya dalam masyarakat Indonesia seperti halnya Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), Pers maupun juga para pihak yang beperkara dalam proses 

peradilan tersebut.1 

Kekuasaan yudikatif sebagai suatu lembaga kekuasaan Negara yang 

merdeka, memiliki suatu misi untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum beserta dengan keadilan. Hal tersebut dikarenakan bahwa 

sejatinya peradilan memiliki filosofi untuk dapat melindungi serta menjunjung 

                                                           
1 Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah 

Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana, (Bandung: Alfabeta, 

2013),  hlm. 3. 



 

 

2 

tinggi harkat dan juga martabat manusia. Maka untuk itu, pelaksanaan putusan 

pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan juga nilai dari 

keadilan itu sendiri2. 

Selayaknya manusia, lembaga peradilan dalam hal ini juga memiliki 

harkat dan martabat yang harus dijaga keluhurannya. Harkat dan martabat dari 

lembaga peradilan yang harus dijunjung tinggi dan dijaga marwahnya tidak 

lain dan tidak bukan ialah untuk memberikan suatu penghormatan terhadap 

lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga yang dianggap mampu 

memberikan keadilan bagi para pihak yang beperkara. Dalam sistem peradilan 

di Indonesia tak jarang juga terjadi beragam tindakan yang dianggap menginjak 

injak harkat dan martabat dari lembaga peradilan di Indonesia, tindakan 

tersebut di Indonesia dikenal sebagai Contempt of Court atau penghinaan 

terhadap peradilan. 

Di Indonesia sendiri istilah Contempt of Court baru dikenal pada tahun 

1985 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4, yang disebutkan : “untuk 

dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi 

penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang 

mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau 

ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan 

                                                           
2 Ibid. 
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kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court”.3 

Berdasarkan penjelasan umum butir 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pengertian Contempt of Court 

adalah segala perbuatan, tingkah laku, dan atau ucapan yang dapat 

merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan 

peradilan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertiannya 

terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan.4 

Dewasa ini sering terlihat secara langsung ataupun tidak langsung yaitu 

melalui media sosial, banyaknya suasana ruang sidang yang rusuh tanpa 

adanya aturan. Sering terjadi tindakan dari para pengunjung persidangan yang 

berteriak-teriak, memaki-maki dan bahkan melemparkan kursi ke arah majelis 

hakim pada saat persidangan tengah berlangsung. Dan tak jarang juga terjadi 

perselisihan hingga pertikaian antara penasihat hukum dengan majelis hakim 

yang diakhiri dengan pengusiran penasihat hukum tersebut dari ruang 

persidangan ketika persidangan tengah berlangsung. Sebagai salah satu contoh 

nyata yang mewakili tindakan anarkis tersebut adalah peristiwa yang terjadi 

pada Senin 16 Oktober tahun 2017 lalu, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jambi 

yang dilempar kursi oleh pendemo yang merasa bahwa putusan yang 

                                                           
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Penjelasan 

Umum Butir 4. 
4 Padmo Wahyono, Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia, Era Hukum, 

No. 1 Edisi 1 November 1987, hlm. 22. 
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dikeluarkan pengadilan tersebut tidak sejalan dengan apa yang mereka 

harapkan.5 

Maraknya terjadi tindakan yang dianggap dapat menciderai harkat dan 

juga marwah dari lembaga peradilan di Indonesia yang sering terjadi 

tersebutlah yang pada akhirnya membuat penulis tertarik melakukan penelitian 

skripsi dengan judul yang berjudul “Tindak Pidana Contempt of Court 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Contempt of Court Menurut Hukum 

Pidana Indonesia? 

2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Contempt 

of Court di Indonesia? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana contempt of court di Indonesia, serta juga 

tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang 

                                                           
5 Erry Komar Sinaga,2017,”Ketua Pengadilan Dilempar Kursi Oleh Pendemo”, 

https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/17/ketua-pengadilan-negeri-jambi-selamat-dari-

lemparan-kursi-pendemo, Diakses 09 October 2020, pukul 10:28. 

https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/17/ketua-pengadilan-negeri-jambi-selamat-dari-lemparan-kursi-pendemo
https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/17/ketua-pengadilan-negeri-jambi-selamat-dari-lemparan-kursi-pendemo
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berhubungan dengan permasalahan mengenai tindak pidana contempt of court 

di Indonesia . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Contempt of Court 

Menurut Hukum Pidana Indonesia . 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak 

Pidana Contempt of Court di Indonesia. 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada 

Almamater. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Contempt of Court merupakan tindakan yang dapat menciderai harkat dan 

martabat lembaga peradilan .  

2. Penegakan dalam hal ini berkaitan dengan upaya hukum dalam hal 

memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar peraturan yang ada 

dalam tatanan hukum positif di Indonesia. 

3. Sanksi pidana dapat diartikan hukuman negatif kepada orang yang 

melanggar peraturan dan juga hukum positif di Indonesia.6  

                                                           
6 Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Agung Mulia, 2012), hlm. 

532. 
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4. Pidana adalah tindak kejahatan yang berkaitan dengan pada perbuatan apa 

saja yang dilarang kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan 

kejahatan seperti: penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan 

berbagai tindakan lain di tengah masyarakat yang dipandang sebagai suatu 

perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan . 

 

E. Metode Penelitian  

Pada hakikatnya metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara 

ilmiah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.7 Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu 

meliputi:  

(a) logika dari penelitian ilmiah; 

(b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian; dan  

(c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. 

Sehingga dalam hal ini, dapat diambil benang merah bahwa, yang 

dimaksud metode penelitian ialah merupakan suatu sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itulah, 

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis, dan konsisten. Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian Hukum 

Normatif. Beranjak dari pendapat seorang ahli yang bernama Jhony 

                                                           
7 Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan 

R&D, (Bandung: Alfabheta, 2017), hlm. 1.  
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Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan 

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan 

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum 

dalam penelitian hukum normatif dibangun dengan didasarkan pada 

disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini juga 

diperkuat oleh Peter Mahmud yang menyatakan bahwa penelitian hukum 

merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 8Berdasarkan hal 

tersebut berarti data yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini bersumber 

dari hasil penelitian kepustakaan. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder.  

a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat 

dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu 

obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). 

b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 

bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan secara umum.9 

                                                           
8  Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Pranadamedia, 2012), 

hlm. 35. 
9 Kanal Info, 2016, ”Pengertian Data Primer dan Data Sekunder”, (https://www. 

kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder diakses 10 Oktober 2020) 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: Penelitian Kepustakaan 

(Library Reseacrh), yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 

atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, 

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan 

sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.10 

4. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data 

yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara 

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan skripsi mi akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan 

tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

 

 

                                                           
10 Samhis Setiawan, 2019, ”Studi Kepustakaan” Pengertian & ( Tujuan – Peranan – Sumber 

– Strategi”, (https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-

sumber-strategi/ diakses tanggal 10 Oktober 2020) 

https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/
https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/


 

 

9 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang Pengertian Lembaga 

Peradilan, Contempt of Court, Dasar Hukum Tindak Pidana 

Contempt of Court.  

BAB III : Pembahasan 

Berisikan tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana Contempt of Court 

Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Penegakan Hukum Pidana 

terhadap Tindak Pidana Contempt of Court di Indonesia. 

BAB V  : Penutup 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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